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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-SPT PPh Pasal 23 atas jasa  dan 
sewa saat peloparan secara online apakah efektif. Penelitian dilakukan pada PT. Indo Cafco 
yang beralamat di Jl Garuda 2 No. 58 Pasar Besar Km 13,8 Sei Semayang Kec Sunggal Kab 
Deli Serdang. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan selesai. Adapun 
metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, dan memperoleh data 
dari dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa PT. Indo Cafco telah menerapkan e-SPT pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. Berdasarkan teori yang dikemukakan, penerapan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 23 pada PT. Indo Cafco khususnya  pelaporan sangat efektif. Karena perusahaan dapat 
meminimalisir biaya dan kesalahan/ pembetulan. 




Pajak menjadi iuran wajib yang dibayarkan 
oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan 
atau bertransaksi. Pajak dibayarkan langsung 
oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan 
pemerintah yang digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan 
rakyatnya. Salah satu jenis pajak yang paling 
potensial adalah pajak penghasilan (PPh). 
Pajak penghasilan merupakan pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
baik secara masa maupun secara tahunan. 
Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah 
PPh Pasal 23. Semua proses perhitungan, 
pemotongan, penyetoran sampai pelaporan 
PPh Pasal 23 diatur oleh Undang-undang. 
Setiap tahun Peraturan pajak penghasilan 
mengalami perubahan mulai dari objek pajak 
sampai pelaporan pajaknya.   
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Maisyarah (2015) dengan judul 
“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 23 (PPh 23) Atas Imbalan Jasa Pada PT. 
Perkebunan Nusantara IV Medan” 
menyimpulkan bahwa PT. Perkebunan 
Nusantara IV telah menerapkan perhitungan 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai 
dengan pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008. 
Penyetoran Surat Setoran Pajak yang 
dilakukan ke Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu 
Bank Mandiri tepat pada waktunya. PT. 
Perkebunan Nusantara IV melaporkan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan 
Pasal 23 selalu tepat waktu. Yang 
membedakan penelitian sekarang dengan 
penelitian sebelumnya adalah terletak pada 
tahun penelitian, dan lokasi penelitian. Tahun 
penelitian terdahulu adalah tahun 2014 
sedangkan penelitian sekarang tahun 2019, 
dan tempat penelitian terdahulu adalah di PT. 
Perkebunan Nusantara IV sedangkan 
penelitian sekarang adalah di PT. Indo Cafco.  
PT. Indo Cafco merupakan perusahaan 
eksportir kopi yang memasarkan produknya 
keluar negeri seperti Swiss dan Amerika. 
Perusahaan beralamat di jalan Garuda 2 No. 
58 Pasar Besar Km 13,8 Sei Semayang Kec 
Sunggal Kab Deli Serdang. PT. Indo Cafco 
dalam menjalankan usahanya sering banyak 
memakai jasa dan sewa dari perusahaan 
lain/vendor, seperti jasa pemeliharaan dan 
perbaikan, jasa Recruitment tenaga kerja, jasa 
audit, jasa penyemprotan hama, dan sewa 
kontainer. Sebagai perusahaan yang taat akan 
pajak, PT. Indo Cafco yang berperan sebagai 
pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, 
wajib untuk memotong PPh pasal 23 atas jasa 
atau sewa yang telah digunakan serta 
melakukan perhitungan dan pelaporan atas 
jasa atau sewa tersebut. Dalam 
pelaksanaanya, Pelaporan PPh pasal 23 
dilakukan secara online. Sehingga perusahaan 
tidak perlu datang ke kantor pajak. Berdasakan 
latar belakang di atas sehingga penulis tertarik 
mengangkat penelitian dengan judul 
Penerapan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) 
PasalL 23 PADA PT. INDO CAFCO untuk 
mengetahui efektivitas penerapan e-SPT Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Indo 
Cafco. 
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 Waluyo (2010) Pajak dipungut 
berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan 
dan dalam pembayarannya tidak dapat 
ditujukkan adanya kontraprestasi individual 
yang diperuntukkan bagi pengeluaran-
pengeluaran pemerintah.  
Resmi (2014) ”Pajak adalah peralihan 
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan 
“surplus”-nya digunakan untuk public saving 
yang merupakan sumber utama untuk 
membiayai public investment.”  
Menurut pasal 1 UU Republik 
Indonesia No. 28 Tahun 2007 dalam Nurlela 
(2018) pajak adalah salah satu bentuk 
kontribusi wajib pajak kepada kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang – 
undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar – besarnya 
kemakmuran rakyat. 
  Pembayaran pajak merupakan 
perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung 
dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 
perpajakan untuk pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. Sesuai falsafah 
undang-undang perpajakan, membayar pajak 
bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 
merupakan hak dari setiap warga Negara untuk 
ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 
terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional.   
 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa, pajak merupakan iuran wajib yang 
diserahkan ke kas negara guna menambah 
kekayaan Negara untuk membiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
 Self Assessment System 
  Mardiasmo (2016) Self Assessment 
system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada wajib pajak 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Dengan ciri – ciri sebagai berikut: 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya 
pajak terutang pada wajib pajak sendiri 
2. Wajib pajak efektif mulai dari mengitung, 
menyetorkan dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang. 
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya 
mengawasi  
  Sistem pemungutan pajak yang dianut 
di Indonesia adalah selft assessmenst system 
yang memberikan kebebasan pada wajib pajak 
untuk melakukan pemotongan, pelaporan dan 
pembayaran pajak dalam pengawasan fiskus. 
Dalam upaya menjalankan sistem ini, wajib 
pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan 
yang tinggi agar penerapan peraturan pajak 
dapat dilaksanakan secara efektif.  
 
PPh Pasal 23 
  Menurut Mardiasmo (2016) “Pajak 
Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang 
dipotong atas penghasilan yang berasal dari 
modal, penyerahan jasa, deviden, bunga, 
royalti, hadiah dan penghargaan,sewa dan 
penghasilan sehubungan dengan penggunaan 
harta, serta imbalan jasa tertentu.  
  Menurut Sumarsan (2015) “Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang 
dipotong atas penghasilan yang berasal dari 
modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 
pasal 21. 
  
 Pemotong PPh Pasal 23 
 Menurut Mardiasmo (2016) 
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) 
Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemotong 
PPh Pasal 23 adalah :  
1. Badan pemerintah  
2. Subjek pajak badan dalam Negeri  
3. Penyelenggara Kegiatan  
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan 
perusahaan Luar Negeri lainya  
5. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang 
ditunjuk.  
 Wajib pajak orang orang pribadi yang dapat 
ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasl 23 adalah 
Akuntan, arsitek, dokter, notaries, pejabat 
pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, 
pengacara, dan konsultan yang melakukan 
pekerjaan bebas, serta Orang pribadi yang 
menjalankan usaha yang menyelenggara 
pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 
  
Tarif Perhitungan PPh pasal 23  
Menurut Diana (2014) Tarif PPh pasal 
23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari 
penghasilan. Ada dua jenis tarif yang 
dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 
2%, tergantung dari objek PPh 23. Berikut ini 
daftar tarif PPh 23 dan objek PPh 23 :  
1. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari 
jumlah bruto atas:  
a. Dividen.  
b. Bunga termasuk premium, diskonto, 
dan imbalan sehubungan dengan 
jaminan pengembalian utang.  
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c. Royalti.  
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan 
sejenisnya selain yang telah dipotong 
pajak penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf e UU 
PPh.  
2. Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 
bruto atas:  
a. Sewa dan penghasilan lain 
sehubungan dengan penggunaan 
harta, kecuali sewa dan penghasilan 
sehubungan dengan penggunaan harta 
yang telah dikenai pajak penghasilan 
sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 
(2). 
b. Imbalan sehubungan dengan jasa 
teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, 
c. jasa lainnya yang diuraikan dalam 
Peraturan Menteri keuangan No. 
141/PMK.03/2015.  
3. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b tidak memiliki 
NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu 
menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) dari 
pada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b.  
 
Pemotongan, Penyetoran, & Pelaporan PPh 
1. Pemotongan PPh  
Pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 23 
dilakukan melalui salah satu dua cara, yakni 
melalui pemotongan oleh pengguna jasa 
atau dengan cara disetor sendiri oleh 
pemberi jasa. PT. INDO CAFCO selaku 
pengguna jasa berstatus sebagai pemotong 
PPh, maka pelunasannya dilakukan melalui 
pemotongan PPh Pasal 23 oleh pengguna 
jasa. Berdasarkan PER-04/PJ/2017 
pemotongan bisa menggunakan aplikasi 
bukti potang atau Aplikasi e-Bupot 23/26. 
Perusahaan belum menggunakan aplikasi 
tersebut. 
 
2. Penyetoran PPh 
PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak 
paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim 
berikutnya setelah bulan saat terutang pajak 
 
3. Pelaporan PPh 
SPT Masa dilaporkan, paling lambat 20 hari 
setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal 
jatuh tempo penyetoran atau batas akhir 
pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan 
hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur 
nasional, penyetoran atau pelaporan dapat 
dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
 
 Surat Pemberitahuan 
  Berdasarkan PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
9/PMK.03/2018, SPT adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. Bentuk Surat 
Pemberitahuan ada dua yaitu :  
 
a. Formulir kertas (Hardcopy)  
SPT berbentuk Formulir dapat 
diperoleh secara langsung ditempat yang telah 
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. 
 
 
b. e-SPT  
e-SPT adalah Surat Pemberitahuan 
beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk 
digital dan dilaporkan secara elektronik atau 
dengan menggunakan media komputer yang 
digunakan untuk membantu wajib pajak dalam 
melaporkan perhitungan dan pembayaran 
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 
Aplikasi e-SPT dapat diperoleh dari secara 
langsung oleh wajib pajak di kantor pelayanan 
pajak atau dapat diunduh dari situs jejaring 
Direktorat Jenderal Pajak. 
 
e-SPT Masa PPh Pasal 23  
Pengertian e-SPT Masa PPh Pasal 
23 
aplikasi yang digunakan adalah e-SPT Masa 
PPh Pasal 23,dimana Penggunaan aplikasi ini 
dapat mempermudah pelaksanaan 
pemotongan, pembuatan bukti potong yang 
akan digunakan sebagai lampiran penyetoran 
PPh Pasal 23 dan Pelaporan PPH Pasal 23. 
  
 Efektivitas 
Menurut Ravianto dalam Mingkid 
(2017), Pengertian efektivitas adalah seberapa 
baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 
orang menghasilkan keluaran sesuai dengan 
yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila 
suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau 
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  Penelitian dilakukan di PT Indo Cafco Jl 
Garuda 2 No 58 Pasar Besar Km 13,8 Sei 
Semayang Kec Sunggal Kab Deli Serdang 
20351. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Metode Analisis Data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 
yaitu melakukan analisis data dengan cara 
mendeskripsikan segala aktivitas PT. Indo 
Cafco terkait penerapan e- SPT PPh pasal 23 
dan menilai efektivitas dari hasil pelaporan e – 
SPT PPh pasal 23. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
Data yang diperoleh dari perusahaan 
adalah transaksi PPh pasal 23 yang terjadi 
pada bulan April 2018. Adapun perhitungan 
untuk PPh pasal 23 terutang bulan April 2019 
dapat dilihat berikut ini :  
 
 
Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 
dan sewa yang dilakukan PT Indo Cafco sudah 
dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang terbaru Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, 
sedangkan bagi wajib yang wajib pajak yang 
tidak memiliki NPWP maka tarif pajak PPh 





Penerapan e-SPT PPh Pasal 23 atas Jasa dan 
Sewa . Langkah-langkah dilakukan untuk 
pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut :  
 
a. Perhitungan PPh pasal 23  
Perhitungan yang dilakukan oleh PT. Indo 
Cafco yaitu dengan komputerisasi yang 
menggunakan Microsoft excel. Besarnya tarif 
potongan pajak penghasilan atas jasa dan 
sewa yang digunakan PT. Indo Cafco yaitu 
sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, 
sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang No.36 Tahun 2008. Pemberi jasa atau 
sewa yang tidak mempunyai NPWP maka akan 
dipotong lebih tinggi 100% dari jumlah pajak 
yang telah ditetapkan.  
 
b. Pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE)  
Surat Setoran Elektronik (SSE) suatu sistem 
aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak 
(SSP) secara elektonik di situs Dirjen Pajak. 
SSE ini akan menerbitkan kode billing untuk 
berbagai kode akun pajak dan kode jenis 
setoran pajak yang nantinya kode billing yang 
diberikan dapat digunakan untuk pembayaran 
pajak secara online maupun melalui bank. SSE 
diisi sesuai total pajak terutang, kode setoran 
masa pajak dibedakan antara sewa dan jasa. 
Kode billing yang terbit ada dua untuk jasa dan 
sewa.   
 
c. Penyetoran PPh terutang ke kas negara  
Kode billing diterima, merupakan dasar untuk 
penyetoran ke kas negara. Penyetoran dapat 
dilakukan melalui ATM, Internet Banking, 
Mobile Banking, Pembayaran langsung ke teller 
Bank, melalui online dan melalui kantor pos. 
Berdasarkan penelitian dilakukan, PT. Indo 
Cafco sendiri melakukan penyetoran pajak 
melalui Rabo online. Penyetoran PPh pasal 23 
dilakukan pada bulan berikutnya sebelum 
tanggal jatuh tempo. Setelah dilakukan 
pembayaran maka didapatlah Bukti 
Pembayaran yang divalidasi bank yang 
didalamnya terdapat Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti 
bahwa PPh terutang telah dibayarkan ke kas 
negara.  
 
d. Penginputan Transaksi ke e-SPT  
Semua transaksi pemotongan pajak 
penghasilan pada bulan April di input ke e-SPT 
PPh pasal 23. Adapun cara penginputannya 
sebagai berikut:  
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1) Sebelum melakukan input profil wajib 
pajak pada kolom profil wajib pajak 
akan muncul kolom pengisian NPWP, 
maka terlebih dahulu masukan NPWP 
perusahaan yang berperan sebagai 
pemotong yaitu PT Indo Cafco, setelah 
itu kita melakukan input profil wajib 
pajak sesuai dengan identitas 
perusahaan. Klik pilihan simpan untuk 
menyimpan profil wajib pajak  
2) Login ke aplikasi e-SPT, dengan cara 
ketik administrator pada kolom 
USERNAME dan 123 pada kolom 
password  
3) Klik menu program, lalu klik buat SPT 
baru. Pilih masa pajak April, tahun 
2018, lalu klik buat  
4) Pilih menu Utility, pilih referensi lalu 
pilih lawan transaksi. Pilih tambah 
Masukan NPWP dan identitas 
Perusahaan lain/vendor dan klik 
simpan maka muncul PopUp “data 
telah disimpan, Rekam data baru? Pilih 
Yes jika mau menginput data 
Perusahaan lain/vendor  
5) Pilih menu SPT PPh, klik Bukti Potong 
PPh Pasal 23. Masukan tanggal 
transaksi lalu klik Tabel WP dipotong, 
pilih vendor sesuai dengan tanggal 
transaksi. Masukan jumlah DPP per 
tagihan ke dalam kolom Jumlah 
Penghasilan Bruto lalu pilih Simpan. 
 
e. Pencetakan Bukti Potong  
Setelah selesai diinput, Bukti potong dicetak 
dan di tandatangani, dan diberi stempel 
perusahaan, lalu kemudian 1 lembar diberikan 
ke vendor. Langkah mencetak bukti potong, 
pilih menu SPT PPh pilih daftar bukti potong 
PPh pasal 23/26 dan pilih Bukti Potong yang 
akan dicetak lalu klik Cetak.  
 
f. Pelaporan 
NTPN yang diperoleh dari bukti penyetoran, 
akan diinput ke e-SPT sebagai bukti telah 
melakukan pambayaran pajak. Setelah 
menginput maka langkah selanjutnya SPT 
induk dicetak data SPT disimpan dalam format 
di simpan bentuk CSV untuk lapor langsung ke 
KPP, atau melakukan lapor online. 
 
Efektivitas Penerapan e-Spt Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Indo 
Cafco  
Berdasarkan teori yang dikemukakan, 
Penerapan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 23 pada PT. Indo Cafco khususnya 
pelaporan sangat efektif. Karena perusahaan 
dapat meminimalisir biaya dan kesalahan/ 
pembetulan, seperti perusahaan tidak perlu 
mengelurkan biaya Bahan bakar kendaraan 
karena perusahaan tidak perlu untuk melapor 
ke kantor pajak, menghemat waktu sehingga 
perusahaan bisa menggunakan waktu tersebut 
untuk keperluan yang lain, dan mengurangi 
kesalahan atau pembetulan saat pelaporan 
serta dapat meminimalisir sanksi pajak. Sejak 
menerapkan pelaporan online pada tahun 2018 
sampai sekarang perusahaan hanya 
melakukan pembetulan pada satu bulan masa 
pajak yaitu bulan April.  Pelaporan PPh pasal 
23 dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo 
seperti pelaporan PPh Pasal 23 masa bulan 
April dilakukan pada tanggal 9 Mei. Sehingga 
pelaporan online yang diterapkan perusahaan 
sangat efektif.  
 
 
Penerapan e-SPT PPh Pasal 23 atas Jasa 
dan Sewa pada PT. Indo Cafco Sesuai 
dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia  
Penerapan pajak penghasilan pasal 23 
atas jasa dan sewa pada PT Indo Cafco sesuai 
dengan peraturan perpajakan di Indonesia yaitu 
PT Indo Cafco menggunakan tarif sebesar 2% 
(dua persen) sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan pajak 
penghasilan Pasal 23 pada PT. Indo Cafco 
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yaitu 2% 
dari jumlah Bruto atas imbalan jasa. 
Penyetoran yang dilakukan pada PT. Indo 
Cafco selalu sebelum jatuh tempo sehingga 
terhindar dari sanksi , penyetoran dilakukan 
pada tanggal 9 Mei 2018 untuk PPh terutang 
bulan April. Penyetoran dilakukan di Bank 
Persepsi yaitu Bank Rabo secara online. 
Sebelum melakukan penyetoran, PT. Indo 
Cafco Mengisi Surat Setoran Pajak elektronik. 
Pada Pelaporan pajak penghasilan pasal 
23 atas jasa dan sewa yang dilakukan PT Indo 
Cafco sudah sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang terbaru Peraturan yaitu 
melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 
23 atas jasa dan sewa melalui online, 
melampirkan data SPT Masa PPh 23/26 dalam 
file csv dan lampiran yang diperlukan dalam 
bentuk pdf. Pelaporan pajak yang dilakukan 
oleh PT Indo Cafco pada tanggal 17 Mei 2018 





Kendala dalam penerapan PPh Pasal 23 atas 
jasa dan sewa. 
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Dalam penerapan PPh pasal 23 atas jasa 
dan sewa menggunakan Aplikasi e-SPT masih 
ditemukan beberapa kendala, salah satunya 
Aplikasi tidak bisa untuk semua jenis komputer, 
sehingga masyarakat yang mempunyai 
komputer versi terbaru tidak bisa menggunakan 
Aplikasi e-SPT PPh Pasal 23. Kendala di PT. 
Indo Cafco sendiri terletak dibagian staf 
akuntansinya, yang kurang teliti dalam 
menginput data. Dikarenakan hal tersebut 
terjadi pembetulan, sebagai contoh pembetulan 
terjadi pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali. 
Pembetulan pertama terdapat transaksi yang 
diinput ganda, sehingga membuat 
pemindahaan bukuan untuk pajak lebih bayar 
pada bulan Oktober. Pembetulan kedua, salah 
terinput nama lawan transaksi. Untuk kasus 







Berdasarkan hasil penelitian dari 
pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan bahwa  Penerapan e-SPT Pajak 
Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indo Cafco, 
Mulai dari perhitungan, pemotongan, 
penyetoran sampai Pelaporan sudah sesuai 
dengan Tata Cara Perpajakan. Semua proses 
dalam pelaporan SPT dilakukan dengan cara 
elektronik, sehingga PT. Indo Cafco bisa 
meminimalisir waktu, biaya dan 
kesalahan/pembetulan. Proses tersebut sesuai 
dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan 
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